DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN LRSDKP

Informasi

(berisi informasi yg akan Dikecualikan)

Dasar hukum Pengecualian Informasi

Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik

Jangka Waktu

(berisi uraian konsekuensi/pertimbangan)

(disebutkan jangka waktu)

Dibuka

Ditutup

Data Hasil Modelling kegiatan Riset Kelautan

Raw Data Hasil Survei

Data Titik Koordinat BMKT/Situs Kapal Tenggelam hasil
riset Arkeologi Maritim yang baru ditemukan dan
belum dikenal luas oleh publik

1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang
keterbukaan informasi publik, Pasal 17 huruf
b. 2. Permen KP No. 4 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi
Publik Lingkup KKP Pasal 4. 3. UU Nomor 11
Tahun 2019 tentang Sistem Nasional llmu
Pengetahuan dan Teknologi

Data dapat di-share kepada publik dari
kalangan tertentu dan dengan ketentuan
yang cukup ketat dikarenakan banyak
terdapat permohonan dari stakeholder yang
setelah ditelusuri ternyata adalah para pihak
konsultan yang sebenarnya mereka
mempunyai penganggaran yang sangat
besar untuk pencarian data primer namun
ingin mencari jalan dengan mudah dengan
meminta raw data dan data hasil modelling
dari kegiatan riset tanpa meng-acknowledge
institusi dan para peneliti sehingga dapat
merugikan institusi dan para peneliti.

Dapat dibuka setelah diketahui benar-
benar kepentingan pemohon dalam
hal pemanfaatan data tersebut serta
tidak bertentangan dengan etika riset
dan digunakan untuk kepentingan
pengembangan ilmu pengetahuan,
kesejahteraan daerah dan masyarakat

Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada
pemohon Informasi Publik dapat mengungkap titik
BMKT atau situs kapal tenggelam yang dapat
membuka jalan bagi terjadinya penjarahan atau
pengangkatan ilegal BMKT atau artefak-artefak dari
situs bawah air yang sangat berharga di padar gelap
barang antik.

Dapat dibuka untuk kepentingan riset
dan pemanfaatan lebih lanjut oleh
pihak yang terkait, atau untuk
kepentingan pemeriksaan apabila ada
kasus penjarahan ilegal

Surat Keputusan Pembinaan Disiplin dan Etika Pegawai

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal
17, huruf h. 2. Permen KP No.4 Tahun 2019
Tentang Penyelenggaran Keterbukaan
Informasi Publik Lingkup KKP Pasal 4.

Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada
pemohon Informasi Publik dapat mengungkap
rahasia pribadi, hasil-hasil evaluasi sehubungan
dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi
kemampuan seseorang.

Data dapat dibuka dalam hal
kepentingan penyelidikan, penyidik,
dan pemeriksanaan di Pengadilan

Arsip Kepegawaian

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal
17, huruf h. 2. Permen KP No.4 Tahun 2019
Tentang Penyelenggaran Keterbukaan
Informasi Publik Lingkup KKP Pasal 4.

Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada
pemohon Informasi Publik dapat mengungkap
rahasia pribadi, hasil-hasil evaluasi sehubungan
dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi
kemampuan seseorang.

Data dapat dibuka dalam hal
kepentingan penyelidikan, penyidik,
dan pemeriksanaan di Pengadilan




LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK KKP

NOMOR ...TAHUN 2019

Lampiran Il
Peraturan Komisi Informasi

Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi

Pada hari ini, Rabu tanggal 25 bulan September tahun 2019 bertempat di GMB IV KKP telah dilakukan pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi

(berisi informasi yg akan Dikecualikan)

Dasar hukum Pengecualian Informasi

Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik

(berisi uraian konsekuensi/pertimbangan)

Dibuka

Ditutup

Jangka Waktu

(disebutkan jangka waktu)

UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik, Pasal 17 huruf j: informasi yang tidak boleh
diungkapkan berdasarkan Undang-Undang, yaitu: 1. UU

No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,

Pasal 17, huruf h menyebukan Informasi Publik yang
apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi
Publik dapat mengungkap rahasia pribadi

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan

Hasil rapat Baperjakat kepada Pemohon Informasi Publik dapat Biro SDMA
mengungkap rahasia pribadi
2.UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44
ayat (1) huruf h menyebutkan, bahwa pencipta arsip
dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila
dibuka untuk umum dapat mengungkap rahasia atau
data pribadi.
Undang-Undang Nom(.)r 14 Tahun 2008 tentang Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan
Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h: . )
. . - - kepada pemohon Informasi Publik dapat
. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan L .
Usulan nama calon pejabat yang akan memangku . N mengungkap rahasia pribadi, yaitu: angka 4: Hasil- | .
. . R kepada pemohon Informasi Publik dapat mengungkap " . . Biro SDMA
jabatan tertentu yang diajukan dalam Baperjakat N N R N hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas,
rahasia pribadi, yaitu: angka 4: Hasil-hasil evaluasi ) ) .
. X X intelektualitas dan rekomendasi kemampuan
sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas dan seseoran
rekomendasi kemampuan seseorang. 8
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Inf i Publik, Pasal 17, huruf h:
eterbuiaan ‘nformasi PUBT, Fasal 27, nuruth dapat mengungkap rahasia pribadi Hasil-hasil
Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan . -
X X ) evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, .
Hasil Assesment kepada pemohon Informasi Publik dapat mengungkap Biro SDMA

rahasia pribadi, yaitu: angka 4: Hasil-hasil evaluasi
sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan
rekomendasi kemampuan seseorang.

intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan
seseorang.




Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h:
Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan

dapat mengungkap rahasia pribadi Hasil-hasil
evaluasi sehubungan dengan kapabilitas,

Surat Keputusan Pembinaan disiplin dan etika pegawai [kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap ) 5 X Biro SDMA
) o . R N intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan
rahasia pribadi, yaitu: angka 4: Hasil-hasil evaluasi
o . seseorang.
sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan
rekomendasi kemampuan seseorang.
Inf i Publik bila dibuka dan diberik:
. . Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang nformasl Fublik yang apa I acdl Au a dan diberikan .
Arsip Kepegawaian kepada Pemohon Informasi Publik dapat Biro SDMA

Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h:

mengungkap rahasia pribadi

Laporan Keuangan Sebelum diaudit (unaudited)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf J: informasi
yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-
Undang, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara, Pasal 30 ayat (1): Presiden
menyampaikan rancangan undang-undang tentang
pertanggung- jawaban pelaksanaan APBN kepada DPR
berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan
Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam)
bulan setelah tahun anggaran berakhir.

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara, Pasal 17 ayat (1): Laporan hasil pemeriksaan

atas laporan keuangan pemerintah pusat disampaikan
oleh BPK kepada DPR dan DPD selambat-lambatnya 2
(dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari
pemerintah pusat. Pasal 18 ayat (1): Ikhtisar hasil
pemeriksaan semester disampaikan kepada lembaga
perwakilan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah
berakhirnya semester yang bersangkutan.

Biro Keuangan

Dokumen Proses Pengadaan Barang/Jasa dari

Danuadia Rarana/laca

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf b:
Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan
kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu
kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual
dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.

Biro Umum PBJ




| cuycwa valangsasa

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h:
Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan
kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap
rahasia pribadi, yaitu: angka 3: kondisi keuangan, asset,
pendapatan, dan rekening bank seseorang.

Data pegawai yang masih dalam pengadilan sebagai

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a, angka 1:

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j: informasi
yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-

Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu
kepentingan perlindungan hak atas kekayaan
intelektual dan perlindungan dari persaingan

. . Biro Hukum
saksi atau tersangka. Undang, yaitu: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 usaha tidak sehat dan P dapat mengungkap
tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Pasal 8: rahasia kondisi keuangan, asset, pendapatan, dan
Perlindungan dan hak Saksi dan Korban diberikan sejak rekening bank seseorang.
tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan
ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang
ini.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf a: Informasi . . _
. R L Lo Perlindungan dan hak Saksi dan Korban diberikan
Data Pengaduan masyarakat dan laporan hasil Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada . . . . .
. N . . sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir .
pemeriksaan pengaduan masyarakat terhadap kinerja JPemohon Informasi Publik dapat menghambat proses X . X Itjen
. A R o . sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur
dan perilaku individual pegawai penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: .
. e n dalam Undang- Undang ini.
mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi,
dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana.
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf i:
memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau
intra badan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan
kecuali atas putusan Komisi Informasi pengadilan.
Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan
kepada Pemohon Informasi Publik dapat
Laporan hasil audit reguler dan laporan hasil audit 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang menghambat proses penegakan hukum, yaitu .
Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j: informasi Itjen

tujuan tertentu

yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-
Undang, yaitu: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara Pasal 30 ayat (1): Presiden
menyampaikan rancangan undang- undang tentang
pertanggungjawaban pelak-sanaan APBN kepada DPR
berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan
Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam)
bulan setelah tahun anggaran berakhir

informasi yang dapat: mengungkapkan identitas
informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang
mengetahui adanya tindak pidana.




1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf J: informasi
yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-
Undang, yaitu:

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Negara Pasal 17 ayat (1): Laporan hasil pemeriksaan atas Itjien
laporan keuangan pemerintah pusat disampaikan oleh
BPK kepada DPR dan DPD selambat-lambatnya 2 (dua)
bulan setelah menerima laporan keuangan dari
pemerintah pusat. Pasal 18 ayat (1): Ikhtisar hasil
pemeriksaan semester disampaikan kepada lembaga
perwakilan selambat- lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah
berakhirnya semester yang bersangkutan.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i:
memorandum atau surat-surat antar Badan publik atau
intra badan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan
kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.

Laporan hasil pemantauan tindak lanjut hasil audit Itjen

1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a,
angka 1, bahwa Informasi Publik yang apabila
dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi
Publik dapat menghambat proses penegakan
hukum, yaitu informasi yang dapat: menghambat Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan
proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak kepada Pemohon Informasi Publik dapat Data dapat
pidana. Huruf b: Mengganggu kepentingan menghambat proses penegakan hukum.
perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan
perlindungan dari usaha tidak sehat. Huruf c: -
Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas
kekayaan intelektual dan perlindungan dari usaha
tidak sehat. Huruf d: Informasi Publik yang apabila
dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi
Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam
Indonesia. Huruf e: Informasi Publik yang apabila
dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi
Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi
nasional.

Laporan dugaan terjadinya suatu tindak pidana di
bidang Riset

dibuka dalam hal kepentingan
penyelidikan, penyidikan.dan
pemeriksaan di pengadilan

1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 Huruf b:
Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas
kekayaan intelektual dan perlindungan dari usaha
tidak sehat.




Data hasil inovasi yang sedang dalam proses
pengusulan paten

2. UU No.13 Tahun 2016 tentang Paten, Pasal 5:
Ayat (1), Invensi dianggap baru sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) jika pada Tanggal
Penerimaan, Invensi tersebut tidak sama dengan
teknologi yang diungkapkan sebelumnya. Ayat (2),
Teknologi yang diungkapkan sebelumnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
teknologi yang telah diumumkan di Indonesia atau
di luar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan
atau melalui peragaan, penggunaan, atau dengan
cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk
melaksanakan Invensi tersebut sebelum: a. Tanggal
Penerimaan; atau b. tanggal prioritas dalam hal
Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.

Avyat (3) Teknologi yang diungkapkan sebelumnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup
dokumen Permohonan lain yang diajukan di
Indonesia yang dipublikasikan pada atau setelah
Tanggal Penerimaan yang pemeriksaan
susbtantifnya sedang dilakukan, tetapi Tanggal
Penerimaan tersebut lebih awal daripada Tanggal
Penerimaan atau tanggal prioritas Permohonan.

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan
kepada Pemohon Informasi Publik dapat
mengganggu kepentingan perlindungan hak atas
kekayaan intelektual dan perlindungan dari
persaingan usaha tidak sehat;

Data dapat dibuka dalam hal
kepentingan penyelidikan,
penyidikan.dan pemeriksaan di
pengadilan

Hasil Penelitian Litbang Kelautan dan Perikanan

1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c:
Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas
kekayaan intelektual dan perlindungan dari usaha
tidak sehat. Huruf d: Informasi Publik yang apabila
dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi
Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam
Indonesia. Huruf e: Informasi Publik yang apabila
dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi
Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi
nasional.

2. PP 30 Tahun 2008 tentang Penyelengaraan
Litbang Perikanan Pasal 34 ayat (1) Hasil Litbang
Perikanan bersifat terbuka atau tidak rahasia,
kecuali Pemerintah menyatakan hasil tersebut
tidak untuk dipublikasikan. Ayat (2) Pernyataan
Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikeluarkan dengan Pertimbangan apabila hasil
Litbang Perikanan diketahui oleh masyarakat
umum akan mengakibatkan terganggunya fungsi
penyelenggaraan negara, sumber daya nasional,
atau ketertiban umum.

Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi
penyelenggaraan negara, sumber daya nasional,
atau ketertiban umum.

Data dapat dibuka dalam hal
kepentingan penyelidikan,
penyidikan dan pemeriksaan di
pengadilan




